GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 20  TAHUN 2022

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan
Peraturan  Gubernur tentang Teknis Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53873
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Normor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republikk Indonesia
Nomor 6780);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
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5.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima
Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6787);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pegelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Tahun 1781);

8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 {Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor
11);

9. Peraturan Gubernur Nomor 216 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daeraly Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2021 Nomor 216);

MEMUTUSEAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2022.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwalkilan Rakyat Daerah menurut asas ctonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.
AR HADANSHADISS
PRI Hamg

ASIETER EEEEEE.&

I b3




10.

11.

12.

13.

14.

15.

3

Pegawai Negeri Sipil yang seialjuniya d1szngkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yvang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan,

Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota
DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Calon  Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes
seleksi penerimaan CPNS tahap pertama dan CPNS
belum mengikuti kewsjiban untuk memenuhi syarat
sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.

Penerima Tunjangan adalah warga negara vyang
memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima
penghargaan dan/atau penghormatan dari negara
dalam bentuk pemberian Tunjangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun Anggaran 2022 vang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjuinya
disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk
mengajukan permintaan pembayaran.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang digunakan untuk
penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban
pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Pencairan Dana vyang selanjutnya
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan
sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnyva
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh
satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja
perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
selanjuinya:disebut Pegawal Non Pegawai ASN adalah
tenaga harian lepas, pegawai tidak tetap, tenaga
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kontrak, yang bekerja/dipekerjakan pada’ perangkat.
dacrah yang menerapkan pola pengglolaan keuangan
BLUD pada RSUD Dokter Soedarso Provinsi
Kalimantan Barat.

Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjuinya
disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang
diberikan kepada pegawai ASN dan CPNS dalam
rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan
kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja.

BAB 11

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Pegawai ASN dan CPNS, Pejabat Negara, Anggota
DPRD, Penerima Tunjangan, Pimpinan BLUD serta
Pegawai Non Pegawai ASN pada perangkat daerah yang
menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD
diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi PNS dalam jabatan:
a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan
pimpinan tinggi;
b. administrator atau dalam jabatan vyang setara
jabatan administrator;
c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan
pengawas;
. fungsional utama;
. fungsional ahli madya;
fungsional ahli muda;
. fungsional ahli pertama;
. fungsional penyelia;
fungsional mahir;
fungsional terampil;
. fungsional pemula; dan
pelaksana.
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Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun

2022 tidak diberikan kepada PNS dalam hal :

a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau

b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik
di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya
dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua
Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3
Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Pegawai ASN
meliputi:
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga; -
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c. tunjangan pangan; - SR
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum da_n E _
e. TPP sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan ;

kriteria beban kerja. T

Tunjangan Hari Raya diberikan bagi CPNS mehputl

a. 80% (delapan puluh persen) dari gaii p{)kok PNS;

b. tunjangan keluarga;

¢. tunjangan pangan;

d. tunjangan umum; dan _

e. TPP sebesar 50% (lima puluh persen) berdagarkan -
kriteria beban kerja. : S

Tunjangan | Hari Raya untuk Pejabat Neg&ra’
sebagaimana dimaksud dalam Pasal’ 2 ayat (I)*_
mehputl -

a. gaji pokok;

b. tunjangan keluarga; dan
c. tunjangan jabatan.

Tunjangan Hari Raya sebagaimana d1maksud dalam o

Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi pimpinan dan’ miggﬂtaf__.}_-_-:ﬂ_ R
DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari udng oo
representasi, tunjangan keluarga, ‘dan tunjangan - 0
jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai ketentuan =~ 7 .
peraturan pemndang—undaﬁgaﬁ yang mengatur hakf‘ L
keuangan dan administratif pimpinan’ d&m anggom_-ﬁ. SRR

DPRD.

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dlmak:suci dalam‘_ e
Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi janda/duda; anak, atag
orang tua Penerima Tunjangan tambahan penghasﬂan?f I
atau yang disebut juga sebagai:gaji terusan dari. PN‘»‘;{E_-‘J- R
atau Pegabat Negara yang meninggal duma atay: tewas - B At
sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-; S e
undangan .yang mengatur - mengenai pembem&n'_;*'-_-.'___:_.:'._'j s
tunjangan tambahan penghasilan bagi pe_ris_mn_-{ E

janda/duda PNS.

Tunjangan Haﬁ Raya sebagaimana dlmaksud dalam by
Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi Pimpinan BLUD dan_}if'_'- SR
Pegawai Non Pegawai ASN yang: bertugas padainstansi

pemerintah yang menerapkan pola - pengelolaan
kenangan BLUD paling banyak sebes&r Tunjangan

Hari Raya yang diberikan kepada PNS- pada BLUD{-.-_
tersebut yang jabatan, pangkat, permgkat Jabatan s :

atau kelas Jabatannya setara.

_ Bagian Ketiga
Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 4

Gaji Ketiga: Belas diberikan kepada Fegawaz ASN_-] .:

mehputl

a. gaji pokok;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan pangan; dan AT
d. tun}angan jabatan atau tungangan umum S
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(2} Gaji Ketzga Belas diberikan bag:i. CPNS mehputl
a. 80 % (delapan’ pulith persen) dari ; ga_31 pokak PNS
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangai; dan
d. mﬁ]angan T,

(3) Gaji Ketiga Belas untuk Pejabat Negara sebagalmana S R
dimaksud dalam Pasal 2 ayat {1} mehput; Sl
a. gaji pokok; SRR
b. tunjangan keluarga; dan
c. tunjangan jabatan.

(4) Gaji Ketiga Belas sebagazmmla dm}ai{sud daiam Pasal Rl
2 ayat (1) diberikan bagi pimpinan dan’ anggata DPRD" L
paling banyak sébesar akumulasi vdari: uang
representasz tunjangan - I{eiuarga dan uinjangana}
jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai ketentuan
peraturan perundangmr&dangan yang mengatur hak 000
keuangan dan administratif pzmpman dan anggotaff}__f S
DPRD. i T _

(5) Gaji Ketiga Belas sebagaimana: dlmaksud dalam Pasal
2 ayat (1) diberikan bagi janda /duda, anak, atau orang
tua Penerima Tunjangan tambahan- penghasﬂan atat
yang dlsebui _}uga sebagaz gajl temsan__ dar:t '-PNS atau--

undangan yang mengatur
tunjangan tambahan penghasﬂan bag::.
Jaﬁda/ duda PNS. . i

yang jabatan, pangka‘é, pemngkat jabatan“' atau k
jabatannya. setara et

BABII
 PEMBAYARAN

“Bagian Kesatu
’Innjangan Har;s F;aya

Pasai 5"

(1) Pembayaran Tuhjangan Harz Raya Sebagal"'an ¢
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dlbayarkan paling
cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebeium ta:nggal H '_
Raya Tahun 2022. i

(2} Dalam hal - ’I‘unjangan Harl Raya Sebagaz
dimaksud pada ayat {1} belum" dapat dlbayf
Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkaﬂ Seielah tangg :
Hari Raya.

(3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang d1bayarkan :yakm
mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksu
Pasal 3 dengan didasarkan komponen. peng hasﬂan
yang dibayarkan pada Bulan Aprﬂ Tahun 2022
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(4) Dalam hal penghasﬂan 1 (satu) ‘bulan pada 2 {dua)'_*i:*".;_;.-:'_...';3 gt
bulan sebelum bulan: Hari Raya - sebagaimana = =
dimaksud pada ayat (1) belum dlbayarkan sebesar'._-;___-_”.
penghasilan  yang seharusnya - diterima - karena - -

berubahnya penghasilan, kepada yang bersmgkut&m_f o .

tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Harl ek o
Raya. R
Bagian Kedua
Gaji Ketiga Belas
Pasal 6

(1} Gaji Ketiga Belas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal : i o
2 ayat (1) dibayarkan paling cepat. pada buian Juh i G

(2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebaga;mana d1maksudi' = :.':; L :
pada ayat (1) belum dapst dibayarkan, C}aﬁ Ketxga" ST
Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juh R

(3) Besaran G’&}l Ketlga BSI&S yang d1b1yarkan akn SRS

mengikuti ketentuan sebagaimana - d1maksud‘-‘:cialain : L
Pasal 4 dengan didasarkan komponen: pcnghasﬂanj_ﬁ i
yang dibayarkan pada. Bulan: Juhi ’I‘ahun 20220 o

(4) Dalam hal terdapat perubahan: pada besaran unmk 12'.'--
(satu} bulan Juli Tahun 2022 vyang seharusnyg;_- o

diterima, dibayarkan sebesar selisih kelmrangan atau’ _'
dilakukan peny@toran keiebzhan (}ajl Ketiga Beias '

Pasal 7

(1} Tunjangan Hari Raya dan’ Gajz Keuga ’Belas;:- e
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2-ayat (1)
dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan imn
berdasarkan  ketentuan peramran '
undangan. : i

(2) Tunjangan  Hari Raya r,ian Gaji
sebag&umaﬂa dimaksud pada ayat( }i dﬁ{enal«:"': _Pagak
Penghasilan  sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan diianggung pememntah

(3) Dikecualikan dari ketentuan Sebagmmana d:tmaksud&
pada ayat (2) terhadap pembayaian TPP pajakn
dibebankan kepada penerima.- :

(4) Mekanisme penerbltan dan pengaguan SPP SPM--“"'dan
SP2D Tunjangan Hari Raya dan- Gajl Keuga B
dilaksanakan sesuai keteﬁman peraturan pemndang—:
undangan. :

BAB IV

PENDANAAN
Pasal 8

Pendanaan pemberian ’I‘unjaﬂg&n ‘Hari Raya dan Ga_}l_'- :_ e
Ketiga Belas bersumber dari Anggaran Perxdapatan dan-'ff__ Sl
Belanja Daerah. B
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BAB V -
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9 '

Pada saat Peraturan Gubernur “ini mulal b&rialm'- '
Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 ten‘éftng Tekms
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji- Ketiga belas _
Yang Bersumber Dari Anggaran’ Pendapa‘tan Dan Beianja_ e
Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 0 g
2021 Nomor 52) dicabut dan dmyatakan tldak beriaku S

Pasal 10

Peraturan Gubemur ini mu}ai beriaku pac:}la tanafraiei':"
diundangkan. S

Agar setiap orang mengetahuinya, - memermtahkam-}: i
pengundangan . . Peraturdan  Gubernur ini . ‘dengan
penempatannya dala;m Berita Daerah Prownsal Kahmantan--ti_ _

Barat.
Dlietapkan di’ Pontiamak S
- pada ‘iaﬁggal 21 @ml 2032 '
ﬁGUBERNUR KALIMAN’E‘AZ\?
Diundangkan di Pontianak o
pada tanggal 21 ppril 2022

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOT




